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Pencabutan Nama Socharto
dari Tap MPR Tuai Kritik

JAKARTA, KOMPAS — DT'R kian serius menambah jumlah komisi
di p.u]unen Keinginan menanbah, dari 11 komisi vang ada
saat inl, muncul sebagal imlas dar rencana penamls ah.ﬂl
Jumlah kenenterian di poemerintalum Prabowo Su
to- Gibran Rakabuming Raka. Namun, 5h¢|mmh.l.h.u1kml.|:~|d1
DTR menunggu jumlah menteri di kabinet mendatang,
Ketua DPR Puan Maharani mengatalarn, sacana. penam-
bahan komisi DPE sudah melalui kajian dantinggal menunggu
pematangan konsep, Hal terscsbut bergantung pada jumlah
menteri yang tengah digodok oleh Prabowo selaku presiden
terpilih. Oleh karena itu, T’Lmn helum bisa menjeliskan jumlah

dan komizl apa saja yang akan ditambah,
"Sudah  dika;

kami akan mematangkan nanti setelah
presiden terpilih nantinys wematangkan kira-kira berapa
kementernian vang akan dipertimbangkar, dan dipastikan
herapa kebutuhannya Tentu saja DTR akan menyesuaikan,”
ucap Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen. Senayan,
Jakarta, Kamis (20/9/2024).

Penambahan komisi, menumt Puan vang juga Ketua DPP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDE=P)bakal-di=
Farbourkannn sesad alurann, MNanno, dia ieesile e e njeloskan
aturan apa vang dimaksud. Meski demikian, Undang-Undang
MPR, DFR, DPD. dan DPRIN{ITUF MD3) menyatakan DPR
menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggo-
laan DPR dan permulaan tahun sidang

Sebelumnya, Rabu (209, Wakil Ketua PR Muhaimin
Iskandar mengatakan, penambahan jumlah komisi tak derlu
melalui revisi UT7 MDD Sebab, perubahan atau penambahan
komisi di PR bisa dilakukan ewat aturan tata tertib DPR,

"Sebetulnya tidak harue mengubah MDd, yva™ ucap Hetua
Umum Partai Kelangkitan Bangsa (PKE) ini.

Semenlara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sulmi Dasco
Ahmad menuturkan, menteri kabinet Prabowo masih dalam
proses penggodokan, Segala sesuatu yang beredar di publik
tetap ada ke mungkinan untuk berubah, termasuk soal peng-
gabungan, pemisahan, dan pembentukan kementerian baru,

Konsep matang kabinet
Meski demikian, dia memastikan konsep matang kabinet
Prabowa bakal selesai sebelum pelantikan presiden dan wakil
presiden terpilih, 20 Oktober 2024, "Bahwa segala sesuatn
vang pada saal i disampaikan itu masih dinamika. Bisa ada
bisa er ggak ity tergantung nant finalisasi vang kermudian akan
difinalkan sebelum pelantikan presiden lerpilih,” ujar Dasco
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani me-
naturkan, banvaknya kementerian dan lembaga membutuh-
kan penmrbahan kemisi di DPR. Beban kerja DPR untuk
hermitra dengan pemerintah tidak cukup diemban 101 komist
saja. Adapun jumilah komisi nanti akan bergantung pada
lobi-lobi setelah DPR perinde 2024-202¢ dilant ik,
Sementara itu, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan
Publik Universitas Gadjah Mada Wahyuadi Kumorotomao, sast
dihubungi dari Jakarta, Kamis (26/9), berpendapat, rencana
Prabowo menambah  jumlalhl kementerian  setelah revisi
Undarg-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
disahkain menjadi undang-undang pada pekan lalu akan
berdampak buruk bagi efekbiviias tata kelola pemerintahan,
"Jadi, pasti koordinasinya akan lebih sulit. Yang kedua,
penambahan ini juga membebani anggaran,” ueap Walpudi.
Menurut Wahyudi, penambahan jumlah kementerian past
akan berimplikesi pada meningkatnya biaya operasiomal pe-
merintah, yakni kementerian dan lembaga, sehingga akan
menjxdi pertanda buruk bagi kevangan negars,. Rencana
penambahan komisi DPR juga dapat dianggap sebagal ke-
sempatan bagi DPR untuk bagi-bagl kekuasaam. (WIL/DYT)



